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PAPARAN

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

SELAKU KETUA UMUM TIM TEKNIS-BKTRN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pada Acara

RAPAT KERJA NASIONAL

BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL

Surabaya, 14 Juli 2003

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN yang saya hormati,

Para Anggota Dewan yang Mulia,

Menteri Kabinet Gotong Royong dan para Gubernur se-Indonesia,

Para Hadirin yang Berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas BKTRN). Rakernas ini kami nilai penting dan strategis mengingat jiwa yang terkandung di dalam tema yang diangkat adalah sangat mendasar dan relevan dengan upaya kita bersama untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak lain adalah melalui pendekatan yang telah kita kenal selama ini, namun belum kita dayagunakan secara optimal, yakni penataan ruang.

Bapak, Ibu serta hadirin yang saya hormati,

Dalam melaksanakan otonomi daerah dewasa ini, kita menjumpai berbagai isu dan  permasalahan pembangunan yang bersifat strategis yang membutuhan suatu pendekatan atau instrumen yang mampu menterpadukan kebijakan dan strategi pembangunan, serta mensinergikan pemanfaatan sumberdaya secara optimal bagi kepentingan masyarkat luas. Beberapa isu dan permasalahan dimaksud antara lain terjadinya konflik penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, terjadinya percepatan kerusakan lingkungan hingga taraf yang mengkhawatirkan, terjadinya kesenjangan tingkat perkembangan antar wilayah di berbagai bagian wilayah nasional, serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di pusat dan daerah. Keempat masalah yang telah kami sebutkan di atas salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan.

Berpijak pada kenyataan di atas, adanya kesatuan langkah kita bersama dalam penanganan masalah yang dihadapi menjadi sangat penting. Karena itu komitmen dan konsistensi kita untuk menjadikan penataan ruang sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pembangunan terpadu menjadi penting pula, mulai dari aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu siklus penataan ruang yang utuh. Melalui Rakernas kali inilah kita berupaya untuk menggalang terwujudnya komitmen tersebut yang akan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan nasional, yang dapat memenuhi harapan masyarakat, serta memberikan daya dorong yang positif terhadap upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para peserta Rakernas yang berbahagia,

Dalam rangka menyikapi berbagai isu dan permasalahan, pada skala nasional Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) berdasarkan Keppres No.62/2000 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang melalui upaya penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, upaya penyusunan RTRW Nasional, RTRW Pulau, dan RTRW Kawasan Strategis Nasional, seperti kawasan perbatasan negara. Disamping itu juga upaya pemaduserasian dan pengkoordinasian penyelesaian konflik-konflik penataan ruang, serta upaya penyiapan dukungan sistem penyelenggaraan penataan ruang nasional, melalui penyiapan pedoman, perpetaan, dan sistem informasi penataan ruang.

Keberadaan BKTRN pada dasarnya juga dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang dan kebijakan operasionalnya sebagaimana termuat dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan ruang yang mengamanatkan penyusunan 2 (dua) UU, 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) peraturan perundangan. Sejauh ini terdapat 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yang telah diselesaikan, yakni PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP No.47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan PP N0.10/2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataann Ruang.

Untuk melengkapi kebutuhan pengaturan sesuai dengan amanaat UU No.24/1992 tersebut, telah disiapkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah dan Pengelolaaan Kawasan Perkotaan. Keduanya saat ini telah diajukan ke Sekretariat Kabinet untuk ditetapkan status hukumnya menjadi Peraturan Pemerintah. Produk-produk pengaturan lainnya yang tengah dalam proses penyusunan oleh BKTRN adalah mencakup 2 (dua) RUU, yakni RUU tentang Penataan Ruang Lautan di Luar Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota dan RUU tentang Penataan Ruang Udara di Luar Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota, serta 6 (enam) RPP, yakni RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Tertentu, RPP tentang Pola Pengelolaan Tata Guna Air, RPP tentang Pola Pengelolaan Tata guna Sumberdaya Alam lainnya, RPP tentang Pola Pengelolaan Tata Guna Udara, RPP tentang Perencanaan Tata Ruang serta Kriteria Tata Cara Peninjuan Kembali. Disamping itu, saat ini tengah juga dilaksanakan revisi terhadap UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang dengan mempertimbangkan paradigma baru pembangunan nasional serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya telah pula disusun serta dibahas secara intensif dengan sektor-sektor dan pemerintah daerah mengenai RTRWN dan 4 (empat) RTRW Pulau, yakni Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Pulau Sulawesi, yang pada saat ini telah disiapkan peraturan perundangannya yang didasarkan atas kesepakatan Pemerintah Propinsi melalui fasilitasi Pemerintah Pusat. Selain itu juga telah disusun dan dibahas mengenai RTRW Kawasan Jabodetabek-Punjur, RTRW Kawasan Perbatasan Negara, dan beberapa RTRW Kawasan Strategis Nasional yang seluruhnya telah disiapkan Rancangan Keppres-nya. Apabila telah ditetapkan dengan status hukum, maka produk-produk tersebut akan bersifat mengikat dan berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah.

Dukungan perpetaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan RTRW Nasional  dan RTRW Pulau Jawa-Bali juga telah disiapkan. Selain itu disiapkan berbagai pedoman untuk operasionalisasi penataan ruang di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta disiapkan pula media informasi, baik media cetak maupun internet. Dalam kaitan ini, materi legal draft bidang penataan ruang dapat diases secara terbka melalui media internet sebagai bentuk sosialisasi yang dimaksudkan agar masyarakat luas dapat menyampaikan tanggapan dalam rangka penyempurnaan materi perundang-undangan tersebut.

Para peserta Rakernas yang berbahagia,

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok serta meningkatkan kinerjanya untuk itulah BKTRN memandang perlu diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang kita laksanakan saat ini yang bertujuan untuk menghasilkan 4 (empat) kesepakatan utama yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Pertama adalah kesepakatan untuk menggunakan produk rencana tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional. Kedua adalah kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundangan bidang penataan ruang sebagai landasan operasionalisasi penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Ketiga adalah kesepakatan untuk menangani kawasan perbatasan dan isu strategis nasional lainnya, serta keempat adalah kesepakatan untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan pengaturan penataan ruang yang lebih efektif dan reponsif terhadap berbagai isu dan permasalahan penataan ruang pada skala nasional dan daerah.

Kami menyambut gembira pelaksanaan Rakernas ini yang telah didahului dengan rangkaian pertemuan Tim Teknis, Pra Rakernas pada tanggal 26 Juni 2003 yang lalu di Jakarta, serta pertemuan tadi malam, telah menghasilkan 2 (dua) rumusan pokok yang bersifat penegasan atas pentingnya pengaturan penataan ruang nasional serta pentingnya penguatan peran daerah dalam penataan ruang. Adapun dua pokok rumusan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut.

Terkait dengan pokok pertama yakni pengaturan penataan ruang nasional, maka keberadaan produk-produk rencana tata ruang, seperti RTRWN, RTRW pulau-pulau besar (seperti Pulau Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi), penanganan kawasan perbatasan negara, serta kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, menjadi sangat krusial. Untuk itu, kami - selaku Ketua Tim Teknis BKTRN - mendukung sepenuhnya kesepakatan yang dicapai dalam Rakernas ini untuk mempercepat proses penyelesaian produk-produk tersebut sekaligus mempercepat proses penetapannya menjadi peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pengaturan penataan ruang nasional maka kelembagaan BKTRN pun akan terus menyesuaikan dan memberikan respons yang cepat terhadap berbagai tuntutan dan dinamika pembangunan nasional. Untuk itu, pada masa mendatang BKTRN akan lebih memantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pembinaan, mediasi, inisiasi, arbitrasi hukum dan supervisi kepada pemerintah daerah. Upaya ini tidak lain dimaksudkan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi peningkatan kinerja pembangunan nasional.

Terkait dengan pokok kedua yaitu penguatan peran daerah dalam penataan ruang, kita semua menaruh harapan yang sangat besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah - sebagai pilar pembangunan nasional - yang lebih terarah, tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini peran Pemerintah Propinsi menjadi sangat strategis dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dan atau penyimpangan pemanfaatan ruang di daerah dengan senantiasa berpijak pada semangat otonomi daerah.

Dalam hal pengaturan kelembagaan penataan ruang di daerah, maka kami memandang pentingnya pola hubungan yang konstruktif antara eksekutif denga lembaga legislatif dan yudikatif. Pemerintah Propinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu terus mengupayakan tercapainya kesamaan visi dan kesetaraan pemahaman dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya pada tingkat yang lebih operasional, maka keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) perlu diaktifkan kembali dan diperkuat perannya.

Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN yang terhormat,

Para Menteri Kabinet Gotong Royong dan Para Gubernur se-Indonesia, 

Bapak, Ibu, Peserta Rakernas yang saya hormati,

Pada kesempatan ini kami menegaskan kembali pentingnya komitmen dan kebersamaan kita semua, baik sektor maupun daerah, baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka mengupayakan pembangunan yang lebih terarah, tertib, efektif dan efisien yang ditempuh dengan memanfaatkan penataan ruang sebagai landasan penyelenggaraannya. Upaya ini tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan pembagunan nasional yang serasi dan selaras dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk memperkokoh NKRI. Kami berkeyakinan bahwa komitmen ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran Gubernur dalam penyelenggaraan penataan ruang yang rumusannya telah dituangkan ke dalam kesepakatan Gubernur yang disusun tadi malam. Oleh karenanya kami ingin menegaskan kembali pentingnya para Gubernur meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang selama ini memiliki kelemahan dalam operasionalisasinya.

Sebagai peutup dari paparan singkat ini, perkenankanlah kami menyampikan ucapan terimakasih pada seluruh peserta Rakermnas, khususnya Panitia Penyelenggara Rakernas BKTRN, atas segenap kerja keras yang telah dicurahkan sehingga Rakernas ini dapat diselenggarakan dengan baik dan sukses.

Terimakasih atas perhatian para peserta Rakernas, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi seluruh upaya bersama yang terus kita perjuangkan ini.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

	Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,

Selaku Ketua Tim Teknis BKTRN
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